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Kejari Cilegon Selidiki Proyek Jaringan Komputer Bappeda

Jul 30, 2013 16:57 Editor : gizink

SERANG - Kejari Cilegon sedang menyelidiki dugaan penyimpangan proyek jaringan
komputer Wireless Area Network (WAN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Cilegon. Penyelidikan kasus itu pernah diungkap Kajati Banten Feri
Wibisono, belum lama ini.

Kajari Cilegon Ujang Supriyanto saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya sedang
menyelidiki kasus itu. Kata Kajari, pihaknya sudah menurunkan tim ke lokasi untuk
mengecek fisik proyek itu. "Tim lid (penyelidikan-red) juga sudah sempat meninjau, on
the spot," katanya, melalui pesan singkat, Selasa (30/7/2013)

Ditanya mengenai hasil pengecekan fisik itu, Kajari tidak memberikan balasan. Kajari
hanya minta agar mengkonfirmasi penyelidikan kasus itu ke Kasi Pidsus. "Saya lagi di
Kejati, coba ke kasi pidsus saja," unpkapnya.

Kasi pidsus saat dihubungi tidak memberikan jawaban. Begitu juga pesan yang dikirim
tidak dibalas.

Kepala Bappeda Cilegon Rt Ati Marliati saat dikonfirmasi membenarkan adanya proyek
itu di instansinya. Saat akan dikonfirmasi lebih lanjut, ia meminta waktu karena sedang
menerima tamu. "lya benar. Saya ada tamu nanti dulu ya, 10 menit lagi," katanya
singkat.

Ketika hendak dikonfirmasi lagi, ia tidak mengangkat teleponnya.

Informasi yang diperoleh, proyek di Bappeda Cilegon mulai diselidiki kejari tahun ini.
Proyek tahun 2012 senilai Rp750 juta diduga terjadi penyimpangan. Dalam kasus itu,
sejumlah saksi sudah dimintai keterangan. (MARJUKI)
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Jaksa Belum Siap Tuntut Mantan Sekretaris DPRD Banten = terpoPuLER

Jul 29, 2013 15:48 Editor : gizink

Suasana sidang kasus dogaén korupsi pengadaan baju dinas anggota DPRD Banten. (Marjuki)

SERANG - Mantan Sekretaris DPRD Banten Dadi Rustandi batal dituntut oleh Jaksa
Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (29/7/2013). Dadi bersama
pengusaha Yayat dan Bachtiar, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan 86 stel
baju dinas anggota dan pimpinan DPRD Banten tahun 2011 senilai Rp 590 juta ini

batal dituntut karena jaksa belum siap.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Anastacia Tyas, JPU Kejari Serang Sih Kanthi
Utami menyatakan bahwa surat tuntutan terhadap ketiga terdakwa belum siap
dibacakan. "Kami belum siap membacakan tuntutan, jadi kami mohon waktu," kata

Kanthi kepada Ketua Majelis Hakim Anastacia.

Menanggapi permohonan jaksa, hakim Anastacia menunda sidang hingga pekan
depan. Anastacia mengingatkan, jaksa agar tidak menunda lagi. "Ini kan ditunda satu
minggu, dan masuk libur lebaran. Jadi kami ingatkan usahakan (tuntutan) selesai
sebelum tanggal 12 Agustus. Karena tuntutan belum siap dibacakan, maka sidang
ditunda sampai tanggal 12 Agustus 2013," katanya sambil mengetuk palu.
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Untuk diketahui, dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa primair pasal alternatif yakni ~ Peiabat Pemprov Banten Pakai Narkoba

pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP atau dakwaan subsidair yakni pasal 3 jo pasal 18 undang-undang yang sama.

(MARJUKI)
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Pansus DPRD Akan Panggil BPK

Jul 21, 2013 18:58 Editor : Ade Jahran

SERANG - Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu DPRD
Kabup Serang, akan ggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu dilakukan terkait
temuan BPK atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) Pemkab Serang
Pemanggilan itu akan dilakukan setelah pansus berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Gamawan Fauzi di Jakarta.

“Kita (akan) panggil BPK. BPK juga kan manusia. Dulu pernah 2011 di dinas pendidikan kasus BOS
katanya ada kelebihan Rp100 miliar. BPK menyalahkan dinas pendidikan. Karena ada kejanggalan,
kami panggil BPK. Benar saja BPK minta maaf salah edit. Mereka mengakui kesalahan edit dan
langsung merevisi,” kata Ketua Pansus Raperda Revisi Perda Retribusi Perizinan Tertentu DPRD
Kabupaten Serang Muhsinin, Minggu 21 Juli 2013.

Muhsinin mengatakan, keputusan akan memanggil BPK itu dilakukan setelah pansus melakukan studi
banding ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat soal penghitungan retribusi IMB dan HO yang masih
mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemkab Bandung, kata dia, tidak ada temuan BPK atas perhitungan retribusi itu. Sementara Pemkab
Serang yang kondisinya sama dengan Pemkab Bandung ada temuan dari BPK. “Katanya perhitungan
retribusi itu harus merujuk ke Permen PU. Tapi kenapa Pemkab Bandung yang tidak merujuk ke Permen
PU, yang sama kayak kita, enggak ada temuan,” ujarnya.

Senada dikatakan anggota Pansus Mansur. Kata dia, latar belakang perubahan Perda Nomor 3 Tahun
2011 itu karena temua BPK yang menyampaikan bahwa perhitungan retribusi IMB Pemkab Serang tak
menggunakan Permen PU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan
Gedung. Tapi anehnya di Pemkab Bandung yang kondisinya sama dengan Pemkab Serang tak ada
temuan BPK. “Ini yang harus diklirkan,” ujarnya. (SUTANTO)
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Kepala Disnakertrans Banten Diperiksa Kejati TERPOPULER
Jul 10, 2013 15:54 Editor : Ade Jahran
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Tb Sukatma ketika diwawancarai wartawan. (Manjuki)

SERANG - Kepala Disnakertrans Banten Erick Sihabudin menjalani pemeriksaan di Kejati Banten, Rabu

10 Juli 2013. Erick diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan surat suara
ada Pemilukada Banten Tahun 2011 senilai Rp3,5 miliar. Saat itu Erick menjabat Sekretaris KPU
anten.

Pantauan di lapangan, Erick diperiksa dengan Tb dan Sahrullah.
Erick yang mengenakan safari hitam terlihat keluar ruangan dan saat hendak ke toilet

Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Banten Eben Silalahi saat dikonfirmasi membenarkannya. "lya, itu kamu
tahu (diperiksa),” kata Eben

Eben mengaku tidak mengetahui materi pemeriksaannya karena bukan dirinya yang memeriksa. "Tanya
ke penyidiknya aja, bukan saya yang meriksa,” jelasnya

k, Tb Suk inta waktu kepada wartawan yang menunggu pemeriksaan itu. "Nanti
dulu ya, katanya singkat

Erik sebelumnya sempat tidak memenuhi panggilan penyidik lantaran sedang ada keperiuan dinas

Unluk dxkelahul Erick diduga terlibat dalam proyek pengadaan surat suara Pemilukada Banten Tahun
011 R E 5 tahun. Selain Erick, penyldikp{uga menetapkan pihak ketiga dari CV Raja Garuda Mas TERKOMENTAR
(RGM) erinisial NN sebagai tersangka. Proyek pengadaan surat suara pemilukada itu dimenangkan
oleh CV Tarsar Jaya, namun dlsubkomrakkan ke CV RGM. (Marjuki) 4 .
Pejabat Pemprov Banten Pakai Narkoba
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Hibah Pemprov Rp 1,1 Trilun ke Kabupaten/Kota Jadi
Temuan BPK

Jul 04, 2013 18:45 Editor : gizink

SERANG - Pemprov Banten kembali mendapatkan opini wajar dengan pengecualian
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2012. Secara resmi
BPK menyampaikan langsung predikat pengelolaan keuangan Pemprov Banten pada
rapat paripurna istiewa DPRD Banten yang dibacakan Anggota V BPK RI Agung
Firman Sampurna.

Dalam LHP ini, BPK menemukan adanya pemberian hibah berupa barang kepada
pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1,1 triliun. Hibah barang ini merupakan catatan
temuan sejak 2010, 2011, dan 2012. Pemprov Banten dinilai belum dapat
menyediakan dokumen hibah tersebut secara lengkap sehingga pemerintah
kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat mencatat aset yang diterimanya.

Selain itu, ditemukan dalam nilai persediaan yang dilaporkan Pemprov Banten sebesar
Rp 87,36 miliar di antaranya merupakan persediaan pada Dinas Kesehatan (Dinkes)
senilai Rp 44,69 miliar. Diketahui, nilai persediaan ini terkait inventariasi alat-alat
kesehatan di Dinkes Banten.

Secara keseluruhan BPK melaporkan 12 temuan yang berkaitan dengan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta 10 temuan berkaitan
kelemahan sistem pengendalian internal. “Secara keseluruhan temuan tersebut
berulang, yaitu hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kontrak,
kekurangan volume pekerjana, belanja perjalanan dinas berindikasi fiktif, praktik-praktik
yang mengakibatkan pemahalan harga pengadaan barang dan jasa. Belanja hibah
belum dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban, penatausahaan kas dan
verifikasi atas dokumen kelengkapan SPM dan SP2D belum sepenuhnya berjalan
efektif. Serta penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya berjalan secara tertib,”
ujarnya.(ADITYA RAMADHAN)
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